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Meng'uak Pelaksanaan HAM di Indonesm

TANGGAL 10 Desember 2021, ma-
syarakat internasional memperingati 73

(HAM). Deklarasi HAM atakan se-
jumlah harapan, aspirasi atau cita-cita
yang digandrungi setiap manusia di mu-
ka bumi ini. Manusia, siapa pun dia dan
di mana pun tentu sangat mendamba-
kan perlakuan sebagaimana yang menja-
di hak dasarnya. Seperti keadilan, peng-
hidupan yang layak, pendidikan dan
lain-lain.

Indonesia menerima isi Piagam HAM
tersebut. Artinya, bangas ini mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab moral
untuk ikut melaksanakan prinsip-prin-
sip yang tercantum di dalam deklarasi

tersebut. Baik bagi kehidupan interna-
sional, maupun nasional.

Perubahan pelitik di Indonesia akibat
runtuhnya Orde Baru telah mempenga-
ruhi pelaksanaan HAM di Indonesia.
Jika masa Orde Baru ada kekangan-
kekangan, maka setelah Orde Baru run-
tuh muneul kebebasan-kebebasan baru.
Dengan adanya amandemen UUD 1945
sebanyak empat kali, menunjukkan bah-
wa Indonesia semakin komitmen ter-

. hadap pelaksanaan HAM tersebut.
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' pun. Kemudian kemerdekaan berserikat

dan berkumpul, demikian juga kebe-
basan mengeluarkan pikiran dan penda-
pat secara lisan dan tertulis. Lalu hak
mendapatkan pengajaran, pemeliharaan
terhadap fakir miskin, hak bela negara
dan lain-lain. Hakikatnya sudah men-
cakup ketigapuluh pasal Piagam
Pernyataan Umum tentang HAM dari
PBB tersebut. Dengan demikian, maka-
secara konseptual Indonesia telah men-
erapkannya dalam undang-undangnya.
Lalu, bagaimana pelaksanaannya?

Terus terang kita pun perlu mengakui
bahwa pelaksanaan HAM, khususnya
prinsip-prinsip perikemanusiaan dan
perikeadilan belum seluruhnya terse-
lenggara secara meyakinkan. Kita masih
mmdengar adanya perlaluan yang tidak
adil, terutama perlakuan hukum.

Aspelc lain yang mencerminkan belum
terwujudkan aepenuhn}'a manifestasi
hak-hak asasi manusia adalah banya-
knya anggot'a masyarakat dari
segala penjuru Tanah Air meng-
adu ke Komnas HAM maupun
DPR. Mereka yang mengadu itu
pada umumnya adalah masyara-
kat lapisan bawah. Sedangkan
pengaduan mereka  dilatarbe-
lakangi kasus yang berkaitan de-
ngan ganti rugi tanah yang ter-
Emruﬁhlk proyek-proyek pem-

Keadann itu mengun-

b““h ﬁ"’t mhnruam meniu..
prioritas bagi

asasi manusia, justru lldi
korban kebijakan pemerintah,
Juga maialnh HAM bldwlﬁm-

umin secara konstitusional
dnnﬁilnh dijabarkan dalam bey-

U

bagai ketentuan hukum formal. Namun,
HN.\-'I tak cukup sekadar didengungkan,
‘hukum positif, yaita
dalam UUD 1945, KUHAP atau undang-
undang lain. Yang terpenting adalah ke-
mauan untuk menegakkan demi ke-
sadaran atas HAM itu sendiri.

Di samping itu, negeri ini harus se-
makin terbuka terhadap tuntutan-tun-
tutan pelanggaran HAM. Sampai saat ini
ada kesan, negara tidak pernah meng-
akui dengan tegas atas kesalahan-kesa-
lahan dalam kasus-kasus p_elanggamn
HAM di masa lalu.

Kita patut tetap optimis karena di te-
ngah berbagai pelanggaran HAM yang
terjadi di masa transisi demokrasi ini,
Indonesia telah empat kali mengaman-
demen UUD 1945 untuk menyelaraskan
pelaksanaan HAM di Indonesia dengan
Piagam HAM PBB. Artinya, Indonesia
terus berusaha untuk melaksanakan
Piagam HAM PBBitu. O
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